BOBBY NASUTION SEBUT PROYEK RIBUAN LANSEKAP LAMPU HIAS DI
MEDAN GAGAL!

Sumber gambar: https://medan.tribunnews.com/

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN -Wali Kota Medan Bobby Nasution
mengatakan, proyek ribuan lansekap lampu hias (atau yang disebut warganet di media sosial
sebagai lampu pocong) gagal dan akan dilakukan pembongkaran, Selasa (9/5/2023).

Bobby Nasution mengatakan, untuk total anggaran proyek lansekap lampu hias ini, Pemko
Medan akan segara melakukan penagihan kepada pihak pemegang proyek.

"Jadi tidak ada proyek lansekap atau lampu yang sering disebut warganet lampu
pocong lagi. Ini kita sebut proyek gagal dan akan dihapus dari program kita. Selanjutnya,
kita akan tagih seluruh anggaran APBD yang digunakan untuk proyek ini kepada pemegang
tender," jelasnya.

Bobby Nasution mengatakan, hasil pemeriksaan dari Inspektorat terkait fisik lampu
pocong juga sudah keluar.

"Hasil pemeriksaan dari Inspektorat sudah keluar. Inspektorat meminta kepada dinas
terkait untuk melakukan penagihan secara menyeluruh. Karena kami anggap proyek ini total
los,” jelasnya.

Dijelaskan Bobby, proyek ini gagal dikarenakan pembangunan tidak sesuai dengan
konsep yang ditetapkan.

"Karena seharusnya proyek ini dilakukan pembenahan trotoar terlebih dahulu. Tetapi,
yang terjadi malah sebaliknya dan tidak sesuai perencanaan,"” jelasnya.

Untuk total anggaran yang telah dikeluarkan, disebutkan Bobby Nasution ada Rp 21
miliar dari anggaran awal Rp 25 miliar.
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"Anggaran untuk lansekap lampu hias atau pocong ini itu bukan ratusan miliyar ya.
Total keseluruhan dana APBD yang dianggarkan Rp 25 miliar. Tetapi, yang sudah
dibayarkan sebesar Rp 21 miliar,” jelasnya.

Dana Rp 21 miliar inilah, kata Bobby Nasution yang akan ditagih oleh Dinas
bersangkutan kepada pemegang tender.

"Anggaran yang telah dipakai sebesar Rp 21 miliar ini, yang harus dikembalikan.
Karena, proyek ini dianggap gagal. Baik dari pemeriksaan secara menyeluruh mulai dari
material, spek dan jarak antar lampu itu hampir semua salah," ucapnya.

Untuk itu yang harus mengembalikan uang Rp 21 miliar tersebut ialah para kontraktor
dalam proyek ini.

"Nanti akan ditagih melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun untuk
pembongkaran lampu itu akan dilakukan oleh pemilik dari bangunan itu sendiri," jelasnya.
Ditegaskan Bobby, sebagian bangunan lampu hias yang sudah berdiri tersebut belum
diserahkan ke Pemko Medan.

"Maka dari itu lampu tersebut masih milik perusahaan itu sendiri,” ucapnya
Menurutnya, jika Pemko yang membongkar lampu hias tersebut, akan berbahaya. "Kalau
kita yang bongkar, nanti kita yang dibilang pencuri. Karena barang itu bukan milik Pemko
Medan," jelasnya.
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Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 1 angka 1, angka 22, angka 30, angka 36, dan angka 44.
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1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan PenyediaBarang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.

44, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian
tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Swakelola.

Pasal 3
(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.
(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan cara:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,diukur dari aspek
kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasilpenelitian;
Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
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g. Mendorong pemerataan ekonomi; danh. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dankompetitif;
Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PengadaanBarang/Jasa;
Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksielektronik;
Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasionallndonesia (SNI);
Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan UsahaMenengah;
Mendorong pelaksanaan penelitian dan industry kreatif; dan

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
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Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
Efisien;

Efektif;

Transparan;

Terbuka;

Bersaing;

Adil; dan

Akuntabel.
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Pasal 56

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak
berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK
memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur
waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia,
dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaansebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
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Pasal 78 ayat (3) dan (5)

(3) Dalam hal Penyedia:

a.

Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan
kewajiban dalam masa pemeliharaan;

. Menyebabkan kegagalan bangunan;

Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan

hasil audit;

Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrakberdasarkan
hasil audit; atau

Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi
administratif.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a.

Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan,
sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

. Ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran danSanksi Daftar

Hitam selama 1 (satu) tahun;

. Ayat (21 dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam

selama 1 (satu) tahun;

. Ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi

pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

. Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugiansebesar nilai

kerugian yang ditimbulkan; atau
Avyat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 79 ayat (4)

Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf
f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%o (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai
bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
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